
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 44 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

KODE REKENING PENGANGGARAN DAN BAGAN AKUN STANDAR 
DI KABUPATEN SUMEDANG             

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk 
tertibnya penganggaran penyusunan APBD dan memenuhi 

kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta 
keselarasan penyusunan statistik keuangan, perubahan dan 
penambahan kode rekening, rincian objek belanja perlu 

diatur kode rekening yang dihimpun dalam satu kesatuan 
kode anggaran; 

  

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah, bagan akun standar merupakan pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang 
menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran dan Bagan 
Akun Standar di Kabupaten Sumedang; 

 

Mengingat
  

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang    
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 
 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

 

 
 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional; 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah 

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJP) Kabupaten Sumedang 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 

 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang  Tahun 2008             

Nomor 7); 



22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 
1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13); 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9); 

 
 

                       MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING 
PENGANGGARAN DAN BAGAN AKUN STANDAR DI KABUPATEN 
SUMEDANG.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Sumedang. 

3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah 

Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada 
Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan yang dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

6. Kode Rekening adalah Pengklasifikasian Nomor Rekening 

APBD pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang 
kewenangan yang dimiliki. 

7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 
keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana 
pada tanggal tertentu. 



8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan 

yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau 
susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus 

fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenagannya dalam 
rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan 

mensejahterakan masyarakat. 

9. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dalam upaya yang berisi satu atau lebih 
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

10. Kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh 

satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 

pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan 

dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluran (output) dalam bentuk 
barang/jasa. 

11. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS 
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi 
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. 

12. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 
menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh pemerintah daerah. 

13. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui 
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

14. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 

daerah. 

15. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi 

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, 
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban. 

16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

 

 

 



17. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, 
baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta 

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

18. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 
sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 

19. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah 

daerah. 
 

Pasal 2 
Untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

perlu mengatur Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

   

BAB II 
KODE REKENING PENGANGGARAN 

Pasal 3 
 

(1) Setiap urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang 
dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah menggunakan kode urusan Pemerintahan Daerah 
dan kode organisasi. 
 

(2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang 

digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun 
pendapatan, kode akun belanja dan akun pembiayaan. 

 

(3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, objek serta 
rincian objek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan 

kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, 
kode objek dan kode rincian objek. 

 

(4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu 
kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening. 
 

Pasal 4 

Urutan  susunan kode rekening Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dimulai dari kode urusan pemerintah daerah, 

kode organisasi, kode program dan kegiatan, kode akun, kode 
kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek. 

Pasal 5 
 

Rincian susunan kode rekening penganggaran  tercantum dalam 

lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini yaitu sebagai berikut: 

I. Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
II. Kode Organisasi 

III. Kode Program dan Kegiatan 
IV. Kode Akun Keuangan Daerah 
V. Kode Rekening Aset 



VI. Kode Rekening Passiva (Kewajiban) 

VII. Kode Rekening Ekuitas Dana 
VIII. Kode Rekening Pendapatan Daerah 

IX. Kode Rekening Belanja Daerah 
X. Kode Rekening Pembiayaan 

 

BAB III 
BAGAN AKUN STANDAR 

Pasal 6 
 

(1) BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam 
melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur 

laporan keuangan secara lengkap.  
 

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam 

pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian 
pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan 
penyajian pada laporan keuangan. 

 

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai 
berikut: 

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;  
b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; 
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; 

d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan 
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.  

 

(4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
terdiri atas: 

I. Kode Urusan Pemerintahan Daerah 
II. Kode Organisasi 
III. Kode Program dan Kegiatan 

IV. Kode Akun Keuangan Daerah 
V. Kode Akun Aset 

VI. Kode Akun Kewajiban 
VII. Kode Akun Ekuitas  

VIII. Kode Akun Pendapatan-LRA 
IX. Kode Akun Belanja  
X. Kode Akun Transfer 

XI. Kode Akun Pembiayaan 
XII. Kode Akun Pendapatan-LO 

XIII. Kode Akun Beban 
 

(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 7 

 

(1) Kode Rekening Penganggaran berdasarkan Peraturan Bupati 
ini sebagai pedoman untuk penyusunan dan laporan 

keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai 
Tahun Anggaran 2015. 
 

(2) Bagan Akun Standar di Kabupaten Sumedang berdasarkan 

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
anggaran dan pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2016. 

 



Pasal 8 

 
Pada saat Peraturan Bupati  ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Sumedang Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kode Rekening 
Penganggaran dan Neraca di Kabupaten Sumedang (Berita 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 75) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang 

Nomor 33 Tahun 2014  tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kode Rekening 
Penganggaran dan Neraca di Kabupaten Sumedang (Berita 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 33) masih 
tetap berlaku sampai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014. 
 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang 

 
 
Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 25 Juli 2014 
 

BUPATI SUMEDANG, 

 
ttd 

 
 

ADE IRAWAN 
 
Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 25 Juli 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
 

ttd 

 
ZAENAL ALIMIN 

 

 

BERITA DAERAH  KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  2014  NOMOR  44        

 
 


